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KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI RUGI AKIBAT 
MELAKUKAN PERUSAKAN FUNGSI TANAH 
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 

TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH 
DAN AIR1 

Oleh: Fransiska Clodia Rumuat2 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum 
mengenai kewajiban membayar ganti rugi 
akibat melakukan perusakan fungsi tanah 
menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air dan 
bagaimanakah kedudukan pihak-pihak yang 
dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas 
perusakan fungsi tanah. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, 
disimpulkan: 1. Kewajiban membayar ganti rugi 
akibat melakukan perusakan fungsi tanah 
menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air, dapat 
dikenakan kepada pemerintah dan/atau  
pemerintah  daerah  dan setiap orang yang 
mengakibatkan kerusakan fungsi tanah pada 
lahan serta menimbulkan kerugian pada pihak 
lain wajib membayar ganti rugi dan/atau 
melakukan tindakan tertentu berdasarkan 
putusan pengadilan. Dalam hal kewajiban 
membayar ganti rugi dan/atau melakukan 
tindakan tertentu tidak dilaksanakan, 
pengadilan dapat menetapkan pembayaran 
uang paksa terhadap keterlambatan atas 
pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya 
uang paksa diputuskan pengadilan.  2. Pihak-
pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti 
rugi atas perusakan fungsi tanah, yaitu 
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangannya mengajukan gugatan 
ganti rugi dan/atau tindakan tertentu kepada 
badan hukum atau badan usaha yang 
kegiatannya menyebabkan kerusakan fungsi 
tanah pada lahan. Gugatan ganti rugi dan 
tindakan tertentu dapat dilakukan pada tanah 
milik privat atau tanah milik negara atau 
daerah. Hak gugat masyarakat untuk 
mengajukan gugatan perwakilan kelompok 
untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk 
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kepentingan masyarakat apabila mengalami 
kerugiana kibat kerusakan fungsi tanah pada 
lahan. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat 
kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, 
serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok 
dan anggota kelompok. Hak gugat organisasi 
dalam rangka melaksanakan tanggung jawab 
pelindungan dan pengelolaan Fungsi tanah, 
organisasi yang beraktivitas pada konservasi 
tanah dan air berhak mengajukan gugatan 
untuk kepentingan pelestarian fungsi tanah 
pada lahan dan/atau bangunankonservasi 
tanah dan air. Hak mengajukan gugatan 
terbatas pada tuntutan untuk melakukan 
tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti 
rugi, kecuali biaya proses peradilan.  
Kata kunci:  Ganti Rugi, Perusakan Fungsi 
Tanah, Konservasi Tanah dan Air. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi 
Tanah dan Air Tanah dan air dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan 
yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang 
tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, 
dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal 
itu sesuai dengan amanat yang amanat yang 
terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 serta makna yang terkandung dalam 
fatsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk 
mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang 
Konservasi Tanah dan Air ini menyatakan 
bahwa negara mengatur dan 
menyelenggarakan Konservasi Tanah dan air 
yang pelaksanaan kewenangannya dilakukan 
oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota 
dengan mengindahkan kaidah Konservasi tanah 
dan air serta tetap menghormati hak yang 
dimiliki oleh setiap orang. 

Menyadari pentingnya tanah bagi manusia 
individu maupun negara sebagai organisasi 
masyarakat yang tertinggi, para pendiri bangsa 
telah menuangkannya dalam konstitusi 
tertinggi bangsa Indonesia, yaitu Pasal 33 ayat 
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(3) undang-undang dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa: “bumi air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya 
bagi kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut 
dari Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 
1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, 
maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal 
dengan sebutan UUPA.3 

Kepentingan nasional adalah suatu cita-cita, 
sasaran yang bersifat umum dan abadi yang 
digunakan sebagai landasan sebagai landasan 
suatu bangsa untuk bertindak. Dalam kaitan 
dengan pengelolaan hukum lingkungan, maka 
kepentingan nasional tercantum dalam pasal 33 
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945, yakni: (2) Cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan menguasai hayat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi air 
dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.4 

Untuk mencapai sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat dalam pengelolaan 
cabang-cabang produksi, bumi, air dan 
kekayaan alam oleh negara, maka diperlukan 
strategi pengelolaan lingkungan tersebut agar 
tidak memberikan dampak terjadinya 
kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup 
tetap terjadi untuk kepentingan generasi saat 
ini dan masa depan.5 

Penegakan hukum adalah kewajiban dari 
seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman 
tentang hak dan kewajiban menjadi syarat 
mutlak. Masyarakat bukan penonton 
bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi 
masyarakat aktif berperan dalam penegakan 
hukum. Masyarakat yang tidak membuang 
sampah di sungai ikut menegakkan hukum, 
karena membuang sampah di sungai adalah 
pelanggaran.6 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2. 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup adalah upaya sistematis dan terpadu 
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup yang meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan, dan penegakan hukum. 

Apabila ada pihak-pihak yang melakukan 
perusakan fungsi tanah pada lahan yang dapat 
dibuktikan berdasarkan hukum yang berlaku, 
maka terhadap pelaku perusakan tanah pada 
lahan dapat diajukan gugatan ganti rugi baik 
oleh pemerintah, masyarakat dan organisasi-
organisasi yang beraktivitas di bidang 
konservasi tanah dan air. 

Ganti rugi akibat melakukan perusakan 
fungsi tanah pada lahan perlu diberlakukan 
mengingat fungsi tanah sebagai sistem 
penyangga kehidupan telah mengalami 
kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian 
bagi kelangsungan hidup masyarakat. Ganti rugi 
juga merupakan bagian dari upaya penegakan 
hukum untuk mencegah agar tidak terjadi 
perbuatan melanggar hukum yang dengan 
sengaja atau karena kelalaian tidak melakukan 
konservasi tanah dan air. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah pengaturan hukum 

mengenai kewajiban membayar ganti rugi 
akibat melakukan perusakan fungsi tanah 
menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air ? 

2. Bagaimanakah kedudukan pihak-pihak yang 
dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas 
perusakan fungsi tanah ? 
 

C. METODE PENELITIAN 
Penyusunan Skripsi ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif. Bahan-
bahan hukum yang digunakan diperoleh dari 
hasil studi kepustakaan yaitu bahan hukum 
primer, berupa peraturan perundang-undangan 
di bidang Konservasi Tanah dan Air tanah serta 
kedudukan pihak-pihak yang dapat mengajukan 
gugatan ganti rugi atas perusakan fungsi tanah. 
Bahan hukum sekunder, berupa literatur, dan 
karya ilmiah hukum yang membahas materi 
mengenai pengaturan hukum konservasi tanah 
dan air tanah serta bahan hukum tersier, 
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berupa kamus hukum dan kamus umum 
digunakan untuk menjelaskan pengertian dari 
istilah-istilah hukum yang digunakan dalam 
penulisan ini, Bahan-bahan hukum primer dan 
sekunder dianalisis secara normatif-kualitatif. 
PEMBAHASAN 
A. Kewajiban Membayar Ganti Rugi Akibat 

Melakukan Perusakan Fungsi Tanah 
Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 
Tentang Konservasi Tanah Dan Air, mengatur 
mengenai ganti rugi sebagaimana dinyatakan 
pada Pasal 50 ayat: 
(1) Pemerintah dan/atau  pemerintah  Daerah  

sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 28 dan 
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (I) yang mengakibatkan 
kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan serta 
menimbulkan kerugian pada pihak lain 
wajib membayar ganti rugi dan/atau 
melakukan tindakan tertentu berdasarkan 
putusan pengadilan. 

(2) Dalam hal kewajiban membayar ganti rugi 
dan/atau melakukan tindakan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dilaksanakan, pengadilan dapat 
menetapkan pembayaran uang paksa 
terhadap keterlambatan atas pelaksanaan 
putusan pengadilan. 

(3) Besarnya uang paksa diputuskan 
pengadilan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang 
harus diganti) dalam tiga komponen sebagai 
berikut : 

1. Biaya 
2. Rugi. 
3. Bunga.7 
Ganti rugi dalam konsep hukum perdata 

dikarenakan adanya perbuatan melawan 
Hukum dapat dibagi dengan dua (2) 
pendekatan yakni ganti rugi umum dan anti rugi 
khusus.Yang dimaksud dengan ganti rugi umum 
dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku 
untuk semua kasus baik untuk kasus 
wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang 
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berkaitan dengan perikatan termasuk karena 
perbuatan melawan hukum.8 

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum 
perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni 
ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan 
perikatan tertentu, dalam hubungan dengan 
ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan 
melawan hukum, dalam KUHPerdata 
menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap 
hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua 
perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti 
rugi untuk perbuatan yang dialakukan oleh 
orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti 
rugi untuk pemilik binatang ( Pasal 1368), Ganti 
rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 
1369), ganti rugi untuk keluarga yang 
ditinggalkan oleh orang yang dibunuh ( Pasal 
1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat 
anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena 
tindakan penghinaan (Pasal 
1380).9  

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi 
adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian 
yang tidak melaksanakan komitmentnya yang 
sudah dituangkan dalam perjanjian, maka 
menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung 
jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian 
tersebut menderita kerugian karenanya.10 
  
B. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan 

Gugatan Ganti Rugi Atas Perusakan Fungsi 
Tanah 
Gugat; menggugat, artinya (1) mendakwa; 

megadukan (perkara) ; (2)  menuntut (janji dan 
sebagainya); membangkitkan perkara yang  
sudah-sudah; (3)  mencela dengan keras; 
menyanggah.11 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 
Tentang Konservasi Tanah Dan Air, mengatur 
mengenai Hak Gugat Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. Pasal 51 ayat: 
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya mengajukan 
gugatan ganti rugi dan/atau tindakan 
tertentu kepada badan hukum atau badan 
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usaha yang kegiatannya menyebabkan 
kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan. 

(2) Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu 
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan pada tanah milik privat atau 
tanah milik negara atau daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi 
diatur dalamPeraturan Pemerintah. 

Badan hukum yaitu: suatu 
perkumpulan/organisasi yang oleh hukum 
diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu 
sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-
kewajiban, dapat memiliki kekayaan dapat 
menggugat dan digugat di muka pengadilan. 
Contoh suatu Perseroan Terbatas, suatu 
Yayasan. Negara adalah juga suatu badan 
hukum. 12  Badan hukum yaitu: badan atau 
perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum 
diakui sebagai subjek hukum seperti: 
perseroan; yayasan; lembaga; dan 
sebagainya. 13 Semakin kompleksnya 
kepentingan manusia dalam sebuah peradaban 
menimbulkan semakin tingginya potensi 
sengketa yang terjadi antara individu maupun 
antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia 
untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan 
cara mempercepat penyelesaian sengketa itu, 
melalui metode-metode yang lebih sederhana, 
akurat dan terarah.14 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 
Tentang Konservasi Tanah Dan Air, mengatur 
mengenai Hak Gugat Masyarakat, Pasal 52 ayat: 
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan 

perwakilan kelompok untuk kepentingan 
diri sendiri dan/atau untuk kepentingan 
masyarakat apabila mengalami kerugian 
akibat kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) dapat diajukan apabila terdapat 
kesamaan fakta atau peristiwa, dasar 
hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil 
kelompok dan anggota kelompok. 
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Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan 
AgamaMenurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, Alfabeta, 2011, hal. 4. 

(3) Hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Gugatan perwakilan kelompok; suatu tata 
cara pengajuan gugatan dalam mana satu 
orang atau lebih yang mewakili kelompok 
mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri 
mereka sendiri dan sekaligus mewakili 
kelompok orang banyak yang jumlahnya banyak 
yang mewakili kesamaan fakta atas dasar 
hukum antara wakil kelompok dan anggota 
kelompok yang dimaksud.15Class action, yaitu: 
gugatan yang berupa hak kelompok kecil 
masyarakat untuk bertindak mewakili 
masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya 
mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan 
permasalahan, fakta hukum dan tuntutan ganti 
kerugian.16 

Di dalam kaitan ini, setidak-tidaknya ada 3 
(tiga) masalah yang sering menjadi perdebatan. 
Pertama, masalah prinsip ganti rugi yang di 
dalamnya mencakup sistem pembuktian. 
Kedua, masalah lembaga tempat penyelesaian 
sengketa, termasuk di dalamnya peranan 
lembaga-lembaga di luar pengadilan. Ketiga, 
adalah yang akhir-akhir ini sering dibicarakan 
juga, yaitu cara mengajukan tuntutan hak 
(gugatan) apakah harus selalu individual atau 
boleh berkelompok (class/representative 
action).17 

Organisasi Non Pemerintah, yaitu: 
Persekutuan antar lembaga internasional di 
bidang swasta yang mengabdikan diri dalam 
masalah keagamaan, kemanusiaan, ilmu 
pengetahuan, kebudayaan dan sebagainya baik 
yang berorientasi ekonomi maupun teknik 
sebagai orientasinya.18 

Dalam proses pengadilan perdata di 
Indonesia tidak ada pembatasan tentang 
berapa banyak pihak penggugat dan berapa 
banyak pihak tergugat. Pihak dalam suatu 
perkara hanya terkategorikan penggugat dan 
tergugat dan kadang ditambah dengan pihak 
ketiga.Dalam suatu perkara yang banyak 
pihaknya, baik tergugat maupun penggugat, 
biasa dikenal dengan sebutan kumulasi 
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subjektif yaitu berkumpulnya subjek, tetapi 
dalam jenis ini masing-masing individu berlaku 
atau mempunyai kualitas sebagai pihak bukan 
berlaku sebagai class (kelompok). Hal ini 
berbeda dalam kelompok dalam class action, 
karena dalam perkara class action semua 
subjek atau individu yang mempunyai tuntutan 
hak tidak perlu berlaku sebagai pihak cukup 
diwakili oleh kelompok. Hambatan untuk 
melakukan hal seperti itu dalam pengadilan 
Indonesia adalah adanya ketentuan bahwa 
individu yang mewakilkan kepada pihak lain 
harus disertai kuasa.19 

Secara umum dapat diartikan bahwa suatu 
class action adalah suatu cara yang diberikan 
diberikan kepada sekelompok orang yang 
mempunyai kepentingan  dalam suatu masalah, 
baik seorang atau lebih anggotanya  menggugat 
atau digugat sebagai perwakilan kelompok 
tanpa harus turut serta dari setiap anggota 
kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada 
mencakup banyak orangnya, tuntutan 
kelompok dan perwakilannya harus jujur 
adequate (layak). Dapat diterima oleh 
kelompok dan mempunyai kepentingan hukum 
dan fakta dari pihak yang diwakili. 20 Dari 
pengertian di atas terlihat bahwa class or 
representatives action dapat diartikan adanya 
gugatan yang mencakup kepentingan orang 
banyak yang mempunyai kesamaan 
kepentingan dan diharapkan lebih praktis dari 
pada gugatan individual   dan tidak perlu setiap 
orang turut  serta dalam proses gugatan.21 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 
Tentang Konservasi Tanah Dan Air, mengatur 
mengenai Hak Gugat Organisasi, Pasal 53 ayat: 
(1) Dalam rangka melaksanakan tanggung 

jawab pelindungan dan pengelolaan Fungsi 
tanah, organisasi yang beraktivitas pada 
Konservasi Tanah dan Air berhak 
mengajukan gugatan untuk kepentingan 
pelestarian Fungsi Tanah pada Lahan 
dan/atau bangunan Konservasi Tanah dan 
Air. 
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 H. Toto Tahir, Kemungkinan Gugatan Class Action 
Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan 
Bebas (Makalah), Dalam Erman Rajagukguk, dkk, Hukum 
Perlindungan Konsumen, Cetakan l. Mandar Maju 
Bandung, 2000, hal. 80. 
20

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) 
Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju. Bandung. 
2000. hal. 71. 
21

Ibid. 

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada 
tuntutan untuk melakukan tindakan 
tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, 
kecuali biaya proses peradilan. Organisasi 
yang beraktivitas pada Konservasi Tanah 
dan Air dapat mengajukan gugatan apabila 
memenuhi persyaratan: 
a. berbentuk badan hukum; 
b. menegaskan di dalam anggaran 

dasarnya bahwa organisasi tersebut 
didirikan untuk kepentingan Konservasi 
Tanah dan Air; dan 

c. telah melaksanakan kegiatan nyata 
sesuai dengan anggaran dasarnya paling 
singkat 2 (dua) tahun. 

Hukum acara perdata adalah peraturan 
hukum yang mengatur bagimana menjamin 
ditaatinya hukum perdata materiil dengan 
peranturan hakim.Dapat pula dikatakan bahwa 
hukum acara perdata adalah peraturan hukum 
yang menentukan bagimana caranya menjamin 
pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih 
tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata 
adalah hukum yang mengatur bagaimana 
caranya mengajukan serta melaksanakan 
putusan tersebut mengajukan tuntutan hak 
berarti meminta perlindungan hukum terhadap 
haknya yang dilanggar oleh orang lain.22 

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa 
yang terjadi, dinamakan gugatan dalam 
tuntutan semcam ini minimal ada dua pihak 
yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang 
mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang 
tergugat (orang yang dituntut), dan 

b. Tuntutan hak yang tidak mengadung 
sengketa lazimnya disebut permohonan 
dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya 
ada satu pihak saja.23 
Menurut Kansil, bahwa dalam pergaulan 

masyarakat terdapat aneka macam hubungan 
di antara anggota masyarakat, yakni hubungan 
yang ditimbulkan oleh kepentingan-
kepentingan anggota masyarakat itu, karena 
beraneka ragamnya hubungan itu, para 
anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan 
yang dapat menjamin keseimbangan agar 
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Ibid, hal. 94 
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dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi 
kekacauan di dalam masyarakat.24 

Secara garis besar bentuk penyelesaian 
sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu:25 
1. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi 

(peradilan); 
2. Bentuk penyelesaian sengketa secara non 

litigasi (alternative dispute resolution). 
 Secara umum bentuk-bentuk 

penyelesaian sengketa terdiri dari: 
1. Litigasi/pengadilan; 
2. Arbitrase; 
3. Early Neutral Evaluation (ENE); 
4. Mediasi; 
5. Negosiasi; 
6. Pencari Fakta/Fact Finding (Buku Tanya 

jawab Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 
Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di 
Pengadilan, hal. 17).26 
Enam bentuk penyelesaian sengketa di atas 

lazim menjadi pilihan (alternatif) yang dapat 
digunakan oleh para pihak dalam 
menyelesaikan sengketanya.Tiap-tiap bentuk 
penyelesaian sengketa memiliki ciri khas dan 
karakteristik yang berbeda.27 

Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris 
conflict yang berarti bentrokan, pertempuran, 
perselisihan dan atau pencederaan, sedangka di 
dalam kamus bahasa Indonesia berarti 
pertentangan.28 

Sengketa dalam artian luas dapat dibagi 
menjadi dua kelompok besar, yaitu: 
1. Sengketa sosial (social dispute); 
2. Sengketa hukum (legal dispute). 

Sengketa sosial biasanya berhubungan 
dengan etika, tata karma atau tata susila yang 
hidup dan berkembang dalam pergaulan 
masyarakat tertentu.Pelanggaran terhadap 
aturan adat termasuk dalam kategori sengketa 
sosial karena hukum adat bukan bagian dari 
prnanata hukum positif sehingga sanksi yang 
diterapkan hanya bersifat sanksi internal 
(internal sanction).29 

                                                           
24

 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok 
Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 3. 
25

 D.Y. Witanto, Op.Cit, hal. 5. 
26

Ibid, hal. 7. 
27

 Ibid. 
28

Adi, As, Edi’, Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif 
Mediasi (ADR) di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, 
hal. 5. 
29

 D.Y. Witanto, Op.Cit, hal. 4. 

Sengketa hukum adalah sengketa yang 
menimbulkan akibat hukum, baik karena 
adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan 
hukum positif atau karena adanya benturan 
dengan hak dan kewajiban seseorang yang 
diatur oleh ketentuan hukum positif.Ciri khas 
dari sengketa hukum adalah pemenuhannya 
(penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan 
institusi hukum negara (pengadilan/institusi 
penegak hukum lainnya). Sengketa hukum 
secara garis besar dibagi menjadi beberapa 
kelompok antara lain: 
1. Sengketa hukum pidana; 
2. Sengketa hukum perdata; 
3. Sengketa hukum tata usaha negara; 
4. Sengketa hukum internasional.30 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 
Tentang Konservasi Tanah Dan Air, mengatur 
mengenai Penyelesaian sengketa.Pasal 47 ayat: 
(1) Penyelesaian sengketa Konservasi Tanah 

dan Air dilakukan secara musyawarah 
mufakat di luar pengadilan. 

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa 
didinyatakan tidak berhasil oleh salah satu 
pihak yang bersengketa, penyelesaian 
ditempuh melalui pengadilan. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 
Tentang Konservasi Tanah Dan Air, mengatur 
tentang penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan. Pasal 48 ayat: 
(1) Penyelesaian sengketa Konservasi Tanah 

dan Air di luar pengadilan dilakukan untuk 
mencapai kesepakatan mengenai: 
a. tindakan untuk mengatasi kerusakan 

Fungsi Tanah pada Lahan; dan/atau 
b. bentuk dan besarnya ganti rugi. 

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
tidak berlaku terhadap tindak pidana 
Konservasi Tanah dan Air sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 

(3) Dalam penyelesaian sengketa Konservasi 
Tanah dan Air di luar pengadilan dapat 
digunakan jasa mediator dan/atau arbiter 
untuk membantu penyelesaian sengketa 
Konservasi tanah dan Air. 

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Sengketa 
Konservasi Tanah dan Air dapat terjadi antara 
lain karena pemanfaatan Lahan yang tidak 
sesuai peruntukan, perubahan peruntukan 
Lahan, pengabaian teknik konservasi 
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tanah,penelantaran Lahan, dan perizinan yang 
mengakibatkan terjadinya kerusakan Fungsi 
Tanah pada Lahan. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 
Tentang Konservasi Tanah Dan Air, mengatur 
mengenai hak gugat administrasi, Pasal 54 ayat: 
(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan 

terhadap keputusan tata usaha negara yang 
mengakibatkan kerusakan Fungsi Tanah 
pada Lahan. 

(2) Keputusan tata usaha negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan 
dan/atau perizinan yang diterbitkan oleh 
instansi yang berwenang. 

  
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Kewajiban membayar ganti rugi akibat 

melakukan perusakan fungsi tanah 
menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air, 
dapat dikenakan kepada pemerintah 
dan/atau  pemerintah  daerah  dan setiap 
orang yang mengakibatkan kerusakan 
fungsi tanah pada lahan serta menimbulkan 
kerugian pada pihak lain wajib membayar 
ganti rugi dan/atau melakukan tindakan 
tertentu berdasarkan putusan pengadilan. 
Dalam hal kewajiban membayar ganti rugi 
dan/atau melakukan tindakan tertentu 
tidak dilaksanakan, pengadilan dapat 
menetapkan pembayaran uang paksa 
terhadap keterlambatan atas pelaksanaan 
putusan pengadilan. Besarnya uang paksa 
diputuskan pengadilan.  

2. Pihak-pihak yang dapat mengajukan 
gugatan ganti rugi atas perusakan fungsi 
tanah, yaitu pemerintah dan pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya 
mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau 
tindakan tertentu kepada badan hukum 
atau badan usaha yang kegiatannya 
menyebabkan kerusakan fungsi tanah pada 
lahan. Gugatan ganti rugi dan tindakan 
tertentu dapat dilakukan pada tanah milik 
privat atau tanah milik negara atau daerah. 
Hak gugat masyarakat untuk mengajukan 
gugatan perwakilan kelompok untuk 
kepentingan diri sendiri dan/atau untuk 
kepentingan masyarakat apabila 
mengalami kerugiana kibat kerusakan 
fungsi tanah pada lahan. Gugatan dapat 

diajukan apabila terdapat kesamaan fakta 
atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis 
tuntutan di antara wakil kelompok dan 
anggota kelompok. Hak gugat organisasi 
dalam rangka melaksanakan tanggung 
jawab pelindungan dan pengelolaan Fungsi 
tanah, organisasi yang beraktivitas pada 
konservasi tanah dan air berhak 
mengajukan gugatan untuk kepentingan 
pelestarian fungsi tanah pada lahan 
dan/atau bangunankonservasi tanah dan 
air. Hak mengajukan gugatan terbatas pada 
tuntutan untuk melakukan tindakan 
tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, 
kecuali biaya proses peradilan.  

 
B. SARAN 
1. Kewajiban membayar ganti rugi akibat 

melakukan perusakan fungsi tanah 
menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air 
berdasarkan putusan pengadilan dan 
pengadilan perlu secara tegas menetapkan 
pembayaran uang paksa terhadap 
keterlambatan atas pelaksanaan putusan 
pengadilan, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan apabila 
kewajiban membayar ganti rugi dan/atau 
melakukan tindakan tertentu tidak 
dilaksanakan. 

2. Badan hukum atau badan usaha yang 
kegiatannya menyebabkan kerusakan 
fungsi tanah pada lahan milik privat atau 
tanah milik negara atau daerah wajib 
melaksanakan ganti rugi dan tindakan 
tertentu sesuai dengan putusan 
pengadilan. Oleh karena para pihak yang 
memiliki hak mengajukan ganti rugi harus 
terus mengawasi pelaksanaan putusan 
pengadilan, khususnya pemerintah dan 
pemerintah daerah, masyarakat dan 
organisasi. 
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